LEMBARAN DAERAH
KOTA SUKABUMI

TAHUN 2609 NOMg@g@

PERATURAN DARRAA KABUMI

NOMOR

TANGGAL 30@1. 2009
TENTANG EN GGARAAN ADMINISTRASI

P
2 Q

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum
2009



LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 4 I~ 2009
)
&
PERATURAN DAER SsU UMI
NOMOR 4 TAHUN @é@
< AN@%
PENYELENGGARNZ

MI]&TRASI KEPENDUDUKAN

DENGA%E)};%@AT §@N YANG MAHA ESA
ALI

@ 1@% SUKABUMI,
Menimbang a. % dengan telah ditetapkannya Undang-Undang

or 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
é Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37
@ Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
@ Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan, dan Peraturan Presiden Nomor 25
@ Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka
ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam
Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun
2005 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan

di Kota Sukabumi perlu dicabut;

b. bahwa .........



Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan
Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007
perlu  membentuk Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

Undang-Undang Nom%ahun 1950 tentang

Pembentukan Daeral® ah Kecil dalam
Lingkungan Propin v 1mu@ra Tengah, dan
Jawa Barat (Berj @a KiIndonesia tanggal
14 Agustus 19 @é

Undang-Undang Nom Tahun 1974 tentang
Perkawin, mbayxa: gara Republik Indonesia
Tahun om ambahan Lembaran Negara
Repu one omor 3019);

Nomor 8 Tahun 1981 tentang
: idana (Lembaran Negara Republik
nesid V‘- un 1981 Nomor 76, Tambahan

@ mbargn egara Republik Indonesia Nomor 3209);
% Ung @ ndang Nomor 9 Tahun 1992 tentang

o

grasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
n 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Repubhk Indonesia Nomor 3474);

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);



7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan =~ Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor
Pemerintahan Daerah
Indonesia Tahun 2Q0

Tahun 2004 tentang
yn Negara Republik
om 25, Tambahan

Lembaran Negara Ind Nomor 4437)
sebagaimana te kali diubdh terakhir dengan
Undang-Unda or 12 un 2008 tentang
Perubahan Ke tas ang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 _tentang Pe han Daerah (Lembaran
Negara ik Ind n,bv Tahun 2008 Nomor 59,

egara Republik Indonesia
Nomga84¢);
RS

—Undaﬁ%Nomor 12 Tahun 2006 tentang
(wafgan n Republik Indonesia (Lembaran
para ik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63,
4 mbal’@ embaran Negara Republik Indonesia
@Nom 4);

%10. %g—Undamg Nomor 23 Tahun 2006 tentang
@inistrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,
Q Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

@ Nomor 4674);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);

12. Peraturan.........



&

«

12.

13.

l@tura
Jaksa,

@ Re i donesia Tahun 2007 Nomor 123);
A

C
)
&

(1%

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nom Tahun 2007 tentang
Tata Cara Memperoleh, angan, Pembatalan, dan
Memperoleh Kembalg arg raan Republik
Indonesia (Lembara S lik Indonesia
Tahun 2007 Nog ) embaran Negara
Republik Indofi¢ ;

Pelaksan. dang: g Nomor 23 Tahun 2006
tentang inis pendudukan (Lembaran
Negaubli onesia Tahun 2007 Nomor 80,
T ahaw’ Lembaran Negara Republik Indonesia

&

. Peraturan Pemerintah ;§@ 37 Tahun 2007 tentang
e

érintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang
engangkatan Anak (Lembaran Negara

ran Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang
aratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 15 Tahun
2000 tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan
di Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi
Tahun 2000 Nomor 19 Seri D - 10);

. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun

2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah
(Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005 Nomor
2Seri E - 1);

19. Peraturan.........



19.

21.

o
D &
Menetap% @@

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun
2007 tentang Pengundangan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun
2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Sukabumi Nomor 7);

. Peraturan Daerah Kota § umi Nomor 2 Tahun
2008 tentang Urusan Pemg an Kota Sukabumi

(Lembaran Daerah Ko bum@un 2008 Nomor

2);
Q)Y

Peraturan Dag¢f 2 Suka i Nomor 6 Tahun

2008 tentang

Perangkat Daerah Kota umi (Lembaran Daerah
Kota Suk@Tah% omor 6);

0% en% setujuan Bersama
L

tukz@ian Susunan Organisasi

PERW AN RAKYAT DAERAH KOTA
SUKABUMI

S

@ QE}%%?LIKOT;‘IMSIUKABUMI

& @
@% MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN.



BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yan aksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Suk
2. Pemerintah Daerg h ikgla dan Perangkat
Daerah sebaga' pen}:z%ara pemerintahan
daerah. @
3. Kepala Daalah iBota Sukabumi.
S
4. il

8.

L&

@atatan Sipil Kota Sukabumi.
nstansi Pelaksana adalah instansi yang bertanggung

Dewan @a a kyat Daerah yang selanjutnya

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

1i kabu sebagai unsur penyelenggara

feriptahan @ah.

dudukan dan Catatan Sipil yang
i

sélanju sebut Dinas adalah Dinas Kependudukan
dan C@ Sipil Kota Sukabumi.

Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan

jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam
urusan Administrasi Kependudukan di luar Daerah.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai
perangkat Daerah Kota Sukabumi.

Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai
perangkat daerah Kota Sukabumi dalam wilayah kerja
Kecamatan.

10. Unit.. ......



10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT
adalah satuan kerja di tingkat Kecamatan yang
melaksanakan pelayanan pencatatan sipil dengan
kewenangan menerbitkan akta serta melakukan
verifikasi, validasi, dan perekaman data penduduk.

11. Rukun Tetangga dan Ruk rga yang selanjutnya
disingkat RT dan RW adajah ga masyarakat yang
dibentuk oleh masyar ia n dibina oleh
Pemerintah untuk mermelthara dan estarikan nilai-
nilai kehidupan ma t Ind¢hesi@yang berdasarkan
kegotongroyon kekeaan serta untuk
membantu menikgkatKan k caran tugas Pemerintah,

&@hm di Kelurahan;
. Administr: @en n adalah rangkaian kegiatan
en an dalam penerbitan dokumen

e&@ dukan melalui pendaftaran

tan sipil, pengelolaan informasi
@endudukan serta pendayagunaan
pelayanan publik dan pembangunan

arga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat
NI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan

orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-
@ undang sebagai Warga Negara Indonesia.

15. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara
Indonesia.

16. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang
diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan
hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari
pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

17. Data... ......



17. Data Kependudukan adalah data perseorangan
dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil
dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan

sipil.
18. Pendaftaran Penduduk a pencatatan biodata
Penduduk, pencatatan ,af3 elaporan  peristiwa

kependudukan dan
administrasi kepend
kependudukan
keterangan kepej

. Peristiwa Kepend n kejadian yang dialami
@haﬂ% orkan karena membawa
42,

aan duduk rentan
erta itan dokumen

an atau perubahan Kartu

P
), Kar@nda Penduduk (KTP), dan/atau
ki

nga endudukan lainnya meliputi
atang, Z}%{ubahan alamat, serta perubahan

gal t@tas menjadi tinggal tetap.

ting adalah kejadian yang dialami

eliputi kelahiran, kematian, lahir mati,

% per , perceraian, pengakuan anak, pengesahan

apak>Opengangkatan anak, perubahan nama, dan
g@ p@han status kewarganegaraan.

@omor Induk Kependudukan yang selanjutnya
isingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang

@@ bersifat unik dan/atau khas, tunggal dan melekat pada

seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.

22. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah
kartu identitas keluarga yang memuat data tentang
nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta
identitas anggota keluarga.

23. Kartu ........



23.

24.

25.

26.

Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP
adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang
diterbitkan oleh Dinas yang berlaku di seluruh wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Warga Negara Indonesia Tipggal sementara adalah
setiap Warga Negara Indo ang datang dari luar
daerah untuk bertempat tipgg entara.

Izin Tinggal Terbatas adz ::! in tin yang diberikan
kepada Orang Asit tompat tinggal di

wilayah Negara Nuan Rep Indonesia dalam
a@esuai dengan peraturan

perundang-undangan.

kepada Asi tuk tinggal menetap di wilayah

Izin Tinéz@p % izin tinggal yang diberikan

tuangRe blik Indonesia sesuai dengan

Ne
p% peru -undangan.

@ Keten Tempat Tinggal Sementara yang

{isingkat SKTS adalah surat keterangan
garkan oleh Dinas yang diberikan kepada
Ay tinggal sementara di daerah dalam jangka
b (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang.

isingkat dengan SKTT adalah surat keterangan yang

%@urat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya

29.

ikeluarkan oleh Dinas yang diberikan kepada Orang
Asing yang mempunyai izin tinggal terbatas yang
dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam jangka
waktu tertentu.

Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang
diberi tugas dan tanggung jawab memberikan
pelayanan  pelaporan  Peristiwa Kependudukan,
Peristiwa Penting, serta pengelolaan dan penyajian
Data Kependudukan di Kelurahan dan Kecamatan.

30. Sistem.........
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30. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang
selanjunya disingkat dengan SIAK adalah sistem
informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi
administrasi kependudukan ditingkat Penyelenggara
dan Dinas sebagai satu kesatuan.

31. Data Pribadi adalah data pe srangan tertentu yang
dijagy  kebenaran  serta

disimpan, dirawat da 3
dilindungi kerahasianny @
&)

32. Penduduk Rentap. A istra @endudukan yang
selanjutnya diseput endudl%{entan Adminduk
adalah pendud varig mengalami hambatan dalam

memperoleh dokumen pe k yang disebabkan oleh

bencana al@cam% an orang terlantar.

33. Pindah ng Pduk adalah perubahan lokasi
te nggal unfuk nfenetap karena perpindahan dari
%n ke téypat yang baru.

©

34. Mati ﬁfvr- suatu kejadian di mana seorang bayi
irkan telah tidak menunjukan tanda-

saay
nda kelydupan dan lamanya dalam kandungan paling
% sedik'& ua puluh delapan) minggu.

=

&%

g@%. ‘@n Akta Pencatatan Sipil adalah Kutipan dari

kta-akta Pencatatan Sipil yang diberikan kepada
enduduk.
. Perubahan Akta adalah perubahan yang terjadi pada
Akta Pencatatan Sipil sebagai akibat pada perubahan
data.

37. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah Kutipan
Akta-akta Pencatatan Sipil kedua dan seterusnya yang
dapat diterbitkan oleh Dinas karena Kutipan Akta
pertama hilang, rusak, atau musnah setelah dibuktikan
dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang.

38. Salinan................
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38. Salinan Akta adalah salinan lengkap Akta Pencatatan
sipil yang diterbitkan Dinas atas permintaan pemohon.

39. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari
seorang Bapak terhadap anaknya karena lahir diluar

ikatan perkawinan yang salp atas persetujuan Ibu
kandung anak tersebut. %

40. Pengangkatan Anak aer hukum untuk
mengalihkan hak apak~\da¥ lin an kekuasaan
keluarga orang tua = ng s €au orang lain yang
bertanggung jaydb 3 pera , pendidikan dan

membesarkan & terse kedalam lingkungan

keluarga orang tua angkat rdasarkan putusan atau
penetapan @ﬂﬂam rkekuatan hukum tetap.

41. Pen esanak @ah pengesahan status hukum
seo afak yanglahif di luar ikatan perkawinan yang
s% di ana&h sepasang suami istri.

42. tatan ‘&fpi"adalah pencatatan peristiwa penting
dial eh seseorang dalam Register Pencatatan

pil p as.

<5

atan Peristiwa Penting yang dialami seseorang
ada Dinas yang pengangkatannya didasarkan pada
eraturan perundang-undangan.

Q}. P encatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan
P

disingkat KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang
melaksanakan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk
Bagi penduduk yang beragama Islam.

@ . Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya
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BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK
Pasal 2
Setiap Penduduk mempunyai ha, uk memperoleh :
a. pelayanan Dokumen Ke n@- uka
b. pelayanan yang sama datagn pendaf penduduk dan
pencatatan sipil; @ O
c. perlindungan atg apribadi;
s Kepemjlikan dokumen;
e. informasi mengenai data pendaftaran penduduk

d. kepastian huku
dan pencat@pil atas@iptya dan/atau keluarganya;
dan %

f. ganti r n pe han nama baik sebagai akibat
kes am pendaftaran penduduk dan pencatatan

si@% enyaldlgunaan data pribadi oleh Dinas.

@ @ Pasal 3
ap p ._l" k wajib melaporkan Peristiwa Penting dan
eristi Kependudukan yang dialaminya kepada Dinas
deng nyerahkan persyaratan sesuai ketentuan dalam
é Pepaturan Daerah ini.

2 Q

PENYELENGGARA DAN PELAKSANA

Bagian Pertama

Penyelenggara

Pasal4 ...............
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Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah wajib dan bertanggung jawab
menyelenggarakan urusan Administrasi
Kependudukan.

a.

nggaraan Administrasi
gan ketentuan peraturan

sosialisasi ~ penyelenggaraan
{dudukan;

X 3 Z 1 e
d %giatan pelayanan masyarakat di
ng A

istrasi Kependudukan;
ngel% dan penyajian Data Kependudukan

bersk aerah; dan
koorgdlinasi pengawasan atas penyelenggaraan
% istrasi Kependudukan.

% Pasal 5
@ alam  melaksanakan kewenangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, Kepala Daerah
@ mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan
lembaga pemerintah non departemen.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi
penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pasal6 .......
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Pasal 6

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (2) huruf ¢, Kepala Daerah mengadakan :

a. koordinasi sosialisasi antar A instansi vertikal dan
lembaga pemerintah non depagexnen;

b. kerjasama dengan organisa kemasyarakatan dan
perguruan tinggi; Q

c. sosialisasi iklan layan asyarakat lui media cetak
dan elektronik; d @ O

a
d. komunikasi, infofmasi;—dan e si kepada seluruh

lapisan masyara 2

gnangan sebagaimana dimaksud
(2) huruf d, Kepala Daerah
pgiatan pelayanan masyarakat di
ependudukan secara terus-menerus,
kepada seluruh Penduduk dengan

%@g@@ RW.

1%11 melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud

am Pasal 4 ayat (2) huruf e, Kepala Daerah melakukan :

a. pengelolaan data kependudukan yang Dbersifat
perseorangan, agregat, dan data pribadi; dan

b. penyajian data kependudukan yang valid, akurat, dan
dapat dipertanggungjawabkan.
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Pasal 9

(1) Dalam  melaksanakan kewenangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, Kepala Daerah
melakukan koordinasi pengawasan antar instansi
terkait.

(2) Koordinasi pengawasan

Myana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan mela

o@nasi, konsultasi,

\%garaan urusan Administrasi

inas.

Pasal 11

i\’ % mendaftarkan  Peristiwa Kependudukan dan
@ mencatat Peristiwa Penting;

b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional
kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa
Kependudukan dan Peristiwa Penting;

menerbitkan Dokumen Kependudukan;

Q. n

mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil;

e. menjamin ............



@)

®)
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€. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas
Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting
Lainnya; dan

f. melakukan verifikasi dan validasi data dan
informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam

pelayanan Pendaftaran Pégduduk dan Pencatatan
Sipil.

Kewajiban sebagaimana sud ayat (1) huruf a
untuk pencatatan nik; akycerai, dan dan rujuk bagi

penduduk yan ma @38, pada tingkat
Kecamatan dilaKukan/gleh pegawai pencatat pada KUA
Kecamatan. @
Penandata@ @men Kependudukan
sebagai im pada ayat (1) huruf c,
dilaksa oleh l@a Dinas

seb. ana dimaksud pada ayat (1), untuk
aratan ta cara Pencatatan Peristiwa Penting

yang agamanya belum diakui sebagai
arkan ketentuan peraturan perundang-

@ atau bagi penghayat kepercayaan,
an pada peraturan perundang-undangan yang

S}
5
%‘QA

AV

@ Pasal 12

~

ewenangan Dinas dalam menyelenggarakan urusan
Administrasi Kependudukan, meliputi :

a. memperoleh keterangan dan data yang benar serta
dapat dipertanggungjawabkan tentang Peristiwa
Kependudukan dan Peristiwa Penting yang
dilaporkan Penduduk;

b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang
dialami oleh Penduduk atas dasar putusan atau
penetapan pengadilan;

c. memberikan .........



@)

®)
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c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa
Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk
kepentingan  penyelidikan, penyidikan, dan
pembuktian kepada lembaga peradilan; dan

d. mengelola data dan mendayagunakan informasi
hasil pendaftaran pendudyk dan pencatatan sipil
untuk kepentingan pem nan.

Kewenangan sebagaima
huruf a dan huruf b ber ga ba A Kecamatan,
khususnya untu @ 3 talak, cerai, dan
rujuk, bagi pendGduk gang bera Islam.

ngan untuk mendapatkan

Selain kewenangan seba '@a dimaksud pada ayat
(1), Dinas nyai %
data hasil § ata istiwa perkawinan, perceraian,

gi pe uk yang beragama Islam dari

4) S ewena sebagaimana dimaksud pada ayat
g p y
j

dyat (3) Dinas mempunyai tugas :

@ me kan dan menyerahkan blanko Dokumen
% udukan dan formulir untuk pelayanan

atatan sipil sesuai dengan kebutuhan;
b\ minta laporan pelaksanaan tugas, kewajiban dan

Q kewenangan UPT yang berkaitan dengan pelayanan

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

¢. melakukan pembinaan, bimbingan, dan supervisi
terhadap pelaksanaan tugas,  kewajiban, dan
kewenangan UPT; dan

d. melakukan pembinaan, bimbingan, dan supervisi
terhadap penugasan kepada Kecamatan, Kelurahan,
RW, dan RT.
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Pasal 13

Dalam  melaksanakan = kewenangan dan tugas
penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Dinas :

a. melakukan koordinasi den Kantor Departemen
Agama dalam memelihar ungan timbal balik,
melalui pembinaan masing-masing kepada instansi

vertikal dan UPT;
b. melakukan koordinast ins terkait dalam

penertiban pelayapan A intstiAsi (opendudukan;
ma DataV/Kependudukan dari

c. meminta dan {
Perwakilan Reptbiik ndon@ di luar negeri melalui

Kepala Daerah; dan
d. melakukan inasi jian data dengan instansi
terkait. @
S,
% % Pasal 14

(1) a l‘& dapat membentuk UPT guna
beri elayanan prima kepada masyarakat.
PT aimana dimaksud pada ayat (1) berada di

@ b@ an bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

%PT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

embawahkan wilayah kerja satu Kecamatan dan/atau
gabungan beberapa Kecamatan.

@ (4) Jumlah, wilayah kerja, dan nomenklatur sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 15

(1) UPT mempunyai tugas melakukan verifikasi dan entri
data kependudukan serta pelayanan pencatatan sipil.

(2) Pelaksanaan ......
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(2) Pelaksanaan tugas pelayanan pencatatan sipil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kelahiran,
kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian,
pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak,
perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan,
pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian dan
peristiwa penting lainnya.

(3) Pelaksanaan tugas V¢ @Si entri data
kependudukan sert aldanan ncatatan  sipil
sebagaimana dim s@a ay@t(lXzan ayat (2) diatur
dengan atau berdgsarkar Peratu epala Daerah.

rifikasi kebenaran data;
buktian pencatatan atas nama

Kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan

Catatan  Pinggir pada Akta-akta
atan Sipil.

-+

a

dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat mendelegasikan
epada UPT.

Z %a m  melaksanakan kewenangan sebagaimana

Pasal 17

(1) Kepala Daerah dapat mengangkat Petugas Registrasi
yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memenubhi
persyaratan baik dari Dinas, Kecamatan, maupun
Kelurahan untuk membantu Kelurahan dan Kecamatan
dalam bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil.

(2) Ketentuan ............
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(2) Ketentuan  lebih  lanjut mengenai  pedoman
pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok
Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala
Daerah.

BABI
PENDAFTA :
@(esat
Nom dudukan

1) Setlg oo uk W em111k1 NIK.

aimarfa>dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

nas eh Menteri Dalam Negeri dan
@nkan 3 ;; Dinas kepada setiap Penduduk setelah
@ ukaatatan biodata.

g Pasal 19

( IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri dari
6 (enam belas) digit terdiri atas :

?

a. 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah

@ Provinsi Jawa Barat, Daerah, dan Kecamatan tempat

tinggal pada saat mendaftar;

b. 6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan, dan
tahun kelahiran, khusus untuk perempuan tanggal
lahir ditambah angka 40 (empat puluh); dan

c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut
penerbitan NIK yang diproses secara otomatis
dengan SIAK.
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(2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diletakkan
pada posisi mendatar.
Pasal 20

(1) NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1),

berlaku seumur hidup dan,.s¢lamanya, tidak berubah
dan tidak mengikuti perubahameoymisili.

(2) NIK sebagaimana dip : !dalasal 18 ayat (1)
diterbitkan setel u a catatan biodata
Penduduk seba pener K dan KTP tempat

domisili yang be utan

(3) Penerbitan agi ng lahir di luar wilayah
administrag 1s akukan setelah pencatatan
blodata@dudu&da intansi pelaksana tempat

gtua

n]ut mengenai persyaratan dan tata
pene 5@ biodata penduduk, KK, dan KTP
imgpa~dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
Safkan Peraturan Kepala Daerah.

@ Pasal 21

ada setiap dokumen identitas lainnya yang diterbitkan
@ oleh instansi vertikal, badan hukum publik dan/atau
badan hukum privat di Daerah Wajib dicantumkan NIK

@ pada kolom khusus yang disediakan pada setiap

dokumen identitas lainnya.

(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
dokumen identitas diri dan bukti kepemilikan.

Pasal 22 ......
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Pasal 22

Dokumen identitas lainnya yang mencantumkan NIK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus memenuhi
persyaratan yang meliputi dokumen resmi dan bukti diri

pemegangnya. g

Penerbitan dokumen jdet Ia1 é}lg mencantumkan
NIK sebagaimana ad dala asal 21 dilakukan
dengan cara pemoho an/ menyerahkan fotokopi
KTP atau Dokumen Kepg -@ ukan lainnya untuk

melengkapi p g ditetapkan oleh instansi
vertikal, bada m publikdan/atau badan hukum privat
yang mene dok Q identitas lainnya

(@%agian Kedua
@@ Pe@f}aram Peristiwa Kependudukan
%@ Paragraf 1

g@ @ Perubahan Alamat

Q Pasal 24
@@lam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Dinas wajib

menyelenggarakan  penerbitan = perubahan  dokumen
Pendaftaran Penduduk.

Paragraf 2

Pindah Datang Penduduk WNI Dalam dan Luar Daerah
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Pasal 25

(1) Penduduk WNI yang pindah ke dalam atau ke luar
Daerah  wajib melapor kepada Dinas untuk
mendapatkan Surat Keterangan Pindah.

(2) Pindah sebagaimana dima ada ayat (1) adalah
¥ i alamat yang baru

au berdasarkan
waktu yang

&

; Pindah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) P duk yang bersangkutan

wajib mela, pad i atau Instansi Pelaksana

tujuan end n Surat Keterangan Pindah
Datan @

“4) s teran Pindah Datang sebagaimana

d (@) pyat (3), digunakan sebagai dasar

ahan enerbitan KK dan KTP bagi penduduk

1 £i P
bers@&utan.
% Paragraf 3

é Q Pindah Datang Penduduk Orang Asing
@ Pasal 26

@ (1) Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal
Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang pindah, wajib
melaporkan rencana kepindahannya kepada Dinas.

(2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Dinas melaksanakan pendaftaran dan

menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.

(3) Penduduk ..........
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(3) Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditertbitkannya
Surat Keterangan Pindah Datang.

(4) Surat Keterangan Pindah
dimaksud pada ayat (3)
perubahan atau penerbitan
Orang Asing pemegang
Keterangan Tempat

Asing  pemega @1
bersangkutan. @
rang Asing Pemilik Izin lainnya

(1) Orang Asi mili
dari Lu eri a
yan?%e berugah “étatus sebagai Pemegang Izin

T%W rbatas\yang berencana bertempat tinggal di
ajib porkan kepada Dinas paling lambat

@(s pat hari sejak diterbitkan Izin Tinggal
D S

Datang  sebagaimana
unakan sebagai dasar
TP bagi Penduduk
etap atau Surat
duduk Orang

g@ empdt Tinggal.
"Q asa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal
@ Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan

@ dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.

(4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat
bepergian.
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Pasal 28

(1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang
telah mengubah statusnya menjadi Izin Tinggal Tetap

wajib melaporkan pada Dinasaling lambat 14 (empat
belas) hari sejak diterbitkam& Tinggal Tetap.

Adalmana ksud pada ayat
2! p y
ainenerb KK dan KTP.

(2) Berdasarkan laporan se
(1) Dinas mendaftarkay

(1) Orang Asi

m; memitikidzin Tinggal Terbatas atau
Izin Tinggak Teta an pindah ke Luar Negeri
wajib @orkan ada Dinas paling lambat 14
(en‘@% hari@be m rencana kepindahannya.

(2 kan an yang dimaksud pada ayat (1)
melak ey Pendaftaran.

@ %@ Paragraf 4
g@ Pi@atang Penduduk WNI dari dan ke Luar Negeri

@ Q Pasal 30
@<§? Penduduk WNI yang pindah ke luar negeri wajib

melaporkan rencana kepindahannya pada Dinas.

jae]

i

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Dinas mendaftar dan menerbitkan surat keterangan
pindah ke luar negeri.



1)
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Pasal 31

WNI yang datang dari luar negeri ke Daerah wajib
melaporkan kedatangannya pada Dinas paling lambat
14 (empat belas) hari sejak tangg

aigtang)dimaksud pada ayat
(1) Dinas melaksanakan({$ ftar@n menerbitkan

Surat Keterangan Dat ca i sebagai dasar
penerbitan KK da '@ @Q

ng bksud tinggal sementara di Daerah
elépdekan kepada Dinas untuk diterbitkan

KT gaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku

u 'ngka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan
ti apat diperpanjang.

3

S.

sl

agi WNI yang tinggal lebih dari 1 (satu) tahun
diwajibkan mengurus Surat Keterangan Pindah dari
daerah asal.

Bagi WNI yang berstatus pelajar dan mahasiswa, jangka
waktu SKTS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
diperpanjang dengan ketentuan menunjukkan Kartu
Pelajar/Kartu Mahasiswa yang masih berlaku dan/atau
surat keterangan dari lembaga pendidikan formal/non
formal yang bersangkutan.

Paragraf ................
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Paragraf 6

Pendaftaran Penduduk yang Tidak Mampu Mendaftarkan
Sendiri

pelaksanakan sendiri
dudukan yang
dapa minta bantuan

(1) Penduduk yang tidak ma
pelaporan terhadap pet
menyangkut dirinya sen

kepada orang lain, @Q
(2) Ketentuan men elapo sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) di atur lelq n]ut dengan Peraturan
Kepala Dae
0 agraf 7

endu@% ntan Administrasi kependudukan

Pasal 34
% 1r1 melakukan Pendataan Penduduk Rentan

tras1 Kependudukan.

entan Administrasi kependudukan sebagaimana
imaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan

@ Peraturan Kepala Daerah.

%etentuam lebih lanjut mengenai Pendataan Penduduk
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BABV

PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
BAGI PETUGAS RAHASIA KHUSUS

Bagian Kesatu

Persyaratan dan Tata Cara Penetbitan Kartu Tanda
Penduduj«Khm

IONS

<
(1) Petugas rahasia/khusps diberi TP khusus, untuk
memberikan pe gan dan menjamin kerahasiaan

identitas selama menjalar% as rahasia.

(2) KTP khus ebagai dimaksud pada ayat (1)

diterbit ngan ggunakan spesifikasi yang sama
de sepesifikasi KTP Nasional.

3) sus s aimana dimaksud pada ayat (2) tidak
’n ukan pencatatan biodata penduduk dan KK

Petug@a asia Khusus.

P @%@ -
A

%epala /pimpinan  lembaga  mengajukan  surat

ermintaan KTP khusus sebagaimana dimaksud dalam
asal 35 kepada Dinas.

@ (2) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan kepada Dinas yang wilayah kerjanya meliputi
tempat domisili Petugas Rahasia Khusus.

(3) Dalam Surat Permintaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disertai dengan informasi identitas Petugas
Rahasia Khusus yang dikehendaki dan jangka waktu
penugasan.
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Pasal 37

(1) Berdasarkan surat permintaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36, Dinas menerbitkan KTP Khusus.

(2 ksud pada ayat (1)

am) hari sejak surat
yd dalam Pasal 36

Q2 dimaksud pada
‘I pa d ya.
(4) KTP Khusus sebagaimag@naksud pada ayat (1)

berlaku sel@lima&
@ %Ba;:an Kedua

an ta Petugas Rahasia Khusus dan
serta Pencabutan KTP Khusus

Pasal 38

@(1) [@‘etugas Rahasia Khusus direkam dan disimpan
é %alam Registrasi Khusus di Daerah.

@ ata Petugas Rahasia Khusus sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus dijaga keamanan dan dilindungi

@ kerahasiaannya oleh Kepala Dinas.




&

1)

é@
@
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Pasal 39

Petugas Rahasia Khusus yang tidak lagi menjadi
Petugas Rahasia Khusus sebglum berakhirnya masa
berlaku KTP Khusus sebana dimaksud dalam
asia Khusus wajib

Pasal 37 ayat (4), Pet ".‘%
menyerahkan KTP Khepad@pala/ Pimpinan
Lembaga.

ONNS

gitbaga s aimana dimaksud

Kepala Dmas
KTP Khus g di kan sebagaimana dimaksud
pada ay wa] b snahkan oleh Kepala Dinas.

S
%?

inas
husy

@ Pasal 40
venang mencabut KTP Khusus apabila KTP
(#Hk dikembalikan sejak saat berakhirnya masa

tugas Rahasia Khusus sebagaimana dimaksud
Pasal 39 ayat (1).

alam hal KTP Khusus berakhir masa berlakunya
Sebelum masa tugas berakhir tidak diberitahukan
kepada Dinas, Dinas berwenang mencabut.

Dalam hal masa tugas diperpanjang, Dinas
berkewajiban memperpanjang, dan menerbitkan KTP
Khusus sebagai pengganti Kartu Tanda Penduduk
Khusus yang telah dicabut.
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BAB VI

DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

(1) Data Kependu[@terdi' dari data perseorangan

dan/atau data agregat p@k.
(2) Data pers m@n :

a @ﬂ;@“

D )

C alen

nis ke :

e_temp 1r;

@ tan&ulan/ tahun lahir;
% g. an darah;

h

I R NN

a/kepercayaan;
tus perkawinan;
status hubungan dalam keluarga;
cacat fisik dan/atau cacat mental;
pendidikan terakhir;

. jenis pekerjaan;

NIK ibu kandung;

nama ibu kandung;

NIK ayah;

Nama ayah;

alamat sebelumnya;

alamat sekarang;
kepemilikan Akta Kelahiran;
nomor Akta Kelahiran;

v. Kepemilikan



-32-

kepemilikan Akta Perkawinan/buku nikah;
. nomor Akta Perkawinan/buku nikah;
tanggal perkawinan;
kepemilikan Akta Perceraian;
nomor Akta Perceraian; dan
. tanggal Perceraian.

(3) Untuk kebutuhan Daerah
sebagaimana dimaksu

meminta tambahan data

B NE % E e

data perseorangan
Ja ay ), Dinas dapat
me t formulir.

&

impu data perseorangan

@ data kualitatif.

sebagaimana di maksud
apatkan izin dari Kepala

' %n dan?% cara untuk mendapatkan izin dari
ald Daera bagaimana dimaksud pada ayat (5)
de% atau berdasarkan peraturan Kepala

Aga @%ercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat

( f h, bagi penduduk yang agamanya belum

@ d sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan
é erundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan
%}dak diisikan dalam KTP, tetapi tetap dilayani dan

icatat dalam database kependudukan.

N
%

Bagian Kedua

Dokumen Kependudukan

Paragraf1 ...............
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Paragraf 1
Umum

Pasal 42

(1) Dokumen Kependudukan meljguti :

a.
b.
C.
d.
e.

Biodata kependudukayp

KK;

KTP; @
Surat Keteranga gndu dan
Akta Pencat#tfn Sipit- W

(2) Surat  keterangan ke @Jdukan sebagaimana
e

dimaksud @rat %
Sur ranga@:

d, meliputi :

dah;
n pihdah datang;
pindah ke luar negeri;
n datang dari luar negeri;
gan tempat tinggal;
angan tinggal sementara;
rangan kelahiran;
eterangan lahir mati;
t keterangan kematian;
at keterangan pengangkatan anak;
Surat keterangan pembatalan perkawinan;
Surat keterangan pembatalan perceraian;
Surat keterangan pengganti tanda indentitas;
Surat keterangan pelepasan kewarganegaraan
Republik Indonesia; dan
Surat keterangan pencatatan sipil.

eran

(3) Surat Keterangan Pindah dan Surat Keterangan Pindah
Datang Penduduk WNI antar Kecamatan dalam Daerah,
dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas
nama Kepala Dinas.
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(4) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI dalam
satu Kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang
Penduduk WNI antar Kelurahan dalam satu Kecamatan,
Surat Keterangan Kelahiran untuk WNI, Surat
keterangan Lahir Mati ungtuk WNI, dan Surat
Keterangan Kematian untuk dapat diterbitkan dan
ditandatangani oleh Lura a Kepala Dinas.

S
@lafZ @Q
@a Pen@iuk
SPS
Biodata p u p@ sedikit memuat keterangan
a

tentang mpat,dantanggal lahir, alamat dan jati diri

leng serta perubahan data sehubungan
stiwating dan Peristiwa Kependudukan

Pasal 44

enduduk WNI wajib melapor kepada Dinas melalui
urah dan Camat untuk dicatatkan biodatanya.

asing yang memiliki izin Tinggal Terbatas dan orang
asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor
kepada Dinas untuk dicatatkan biodatanya.

@<§? WNI yang datang dari luar negeri karena pindah, orang

(3) Pencatatan Biodata Penduduk dilakukan sebagai dasar
pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.



&
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Pasal 45
Penyampaian informasi untuk pencatatan Biodata bayi atau

anak diwakili oleh orang tuanya atau anggota keluarganya
wajib memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Pasal
Pemutakhiran Biodata Pen se ipana dimaksud
dalam Pasal 44 dilakukan-oleh\Djnas sarkan laporan
penduduk. @ @30

asal@

Perubahan Bio end d@Varga Negara Indonesia,

Orang Asin al T dan Orang Asing Tinggal

Tetap yang @i di lu geri karena terjadinya peristiwa
k

penting$

embpali ¥Xe Indonesia dicatat oleh Dinas

poran\penduduk yang bersangkutan paling
luri sejak kedatangan.

@ Paragraf 3
%@ Kartu Keluarga

@ @ Pasal 48

N KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK,
@ hama lengkap kepala keluarga, NIK, jenis kelamin,
alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan,

pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam
keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, dan
nama orang tua.

(2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya
belum diakui sebagai agama menurut peraturan
perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan
tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam
database kependudukan.
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(3) Nomor KK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan
kepala keluarga.

(4) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan oleh Dinas setel@gata kepala keluarga

SO

direkam dalam database Ke kan.

. -- .- a ay@ dijadikan salah

(5) KK sebagaimana dimag
satu dasar penerbjtan

1) Penduduk@ta g Asing yang memiliki izin
tinggal @ an perbolehkan terdaftar dalam 1
(saté%

baflan s an keluarga dalam KK wajib
Aflgporkan a Dinas paling lambat 30 (tigapuluh)
ari sejak inya perubahan.

erda \@ laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
i-g mendaftar dan menerbitkan KK.

Q Paragraf 4
@ Kartu Tanda Penduduk

Pasal 50

G

(1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin
Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas)
tahun, telah kawin, atau pernah kawin wajib memiliki
KTP.



)

)
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Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang
memiliki lizin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17
(tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.

KTP sebagaimana dimaksudapada ayat (1) dan (2)
berlaku secara nasional. %
Penduduk wajib melap

) perpa an KTP kepada
Dinas paling lambat epat bela ri setelah masa
berlaku KTP habis @30
Penduduk WNI@ran@ing yang memiliki Izin

Tinggal Tetap yang t memiliki KTP wajib
membawa da ergian dan WNA yang
memiliki I ing atas wajib membawa Surat
Keteran@empa@gﬂ pada saat bepergian.

Setiép per udul%bagaimana dimaksud pada ayat (1)
] ' atu) KTP.

Pasal 51

@TP & ul: ntumkan gambar lambang Garuda Pancasila
Sty

®
A\
% Q

d a wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
r@at keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal
ahir, jenis kelamin, agama, status perkawinan, golongan

arah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto,
inasa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP,
tanda tangan pemegang KTP, serta memuat nama,
nomor induk, dan tanda tangan Kepala Dinas dengan
stempel Dinas.

Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui
sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan
tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam
database Kependudukan.
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(3) Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan
rekaman elektronik pencatatan Peristiwa Penting.

(4) Masa berlaku KTP :
a. untuk WNI berlaku * asa waktu 5 (lima)

tahun;
b. untuk Orang Asims\igggal @p disesuaikan
dengan masa rin T - Gan
dukSyang  te berusia 60 (enam
336 use@u hidup.

<§ &“@
Pembet @ P @%a dilakukan untuk KTP yang
Zalaxi ] esal@n lis redaksional.

k n K ebagaimana dimaksud pada ayat (1)

7/aks Ngan atau tanpa permohonan dari

Ora r@;njadi subjek KTP.

% em KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
S

c. untuk pend

@ d@ an oleh Dinas.

Q Paragraf 5

@ Surat Keterangan Kependudukan

Pasal 53

Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat
keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin,
tempat tanggal lahir, agama, alamat, Peristiwa Penting, dan
Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang.

Paragraf6 .......
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Paragraf 6

Akta Pencatatan Sipil

Pasal 54
(1) Akta Pencatatan Sipil terdj '
a. Register Akta Pengatatan
b. Kutipan Akta in

(2) Akta Pencatatan

(1) Reg{%@a
P% entings

VA Peri% Penting yang berasal dari KUA
mat iintegrasikan ke  dalam  database
pen n dan tidak diterbitkan Kutipan Akta
% enc Sipil.
g@@) @r Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat

%leh Dinas.
@ egister Akta Pencatatan Sipil, memuat :

jenis Peristiwa Penting;

NIK dan status kewarganegaraan;

nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
nama dan identitas pelapor;

tempat dan tanggal peristiwa;

nama dan identitas saksi;

tempat dan tanggal dikeluarkannya Akta; dan
nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang,.

%

5@ e a0 o
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Pasal 56

(1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta
kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan

istiwa Penting;

anEggl peristiwa;
tempat dan tanggal di @kannya akta;
nama ndat @pejabat yang berwenang;
dan

g. per @an keSg¢sigaian kutipan tersebut dengan
5% Ag terdapat’dalam Register Akta Pencatatan
N

e a0 o
-
o
3
s
[V
S
o
V)
5
-

yang mengalami kesalahan tulis redaksional.

@mbe alan/akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan

gQ&(z) P@tulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana

imaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa
ermohonan dari orang yang menjadi subjek akta.

Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat
Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

b

Pasal 58

(1) Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap.
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(2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan
akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat
Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register
Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil
yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.

AR
Dalam hal Dinas atay, Pe a Lyang menerbitkan
en

akta berbeda denga dilan ya emutus pembatalan
akta, salinan putusa dila
atau Instansi Pelaksana yang
Sipil oleh pemo u

isampaikan kepada Dinas
bitkan akta Pencatatan

Pasal 61

@\man mengenai spesifikasi dan formulasi kalimat
am Biodata Penduduk, blanko KK, KTP, Surat
terangan Kependudukan, Register dan Kutipan Akta

@ Pencatatan Sipil diatur dengan atau berdasarkan Peraturan

Kepala Daerah.

Pasal 62

Setiap orang dilarang mengubah, menambah, atau
mengurangi tanpa hak isi elemen data pada Dokumen
Kependudukan.

Pasal 63 .......
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Pasal 63

Dinas atau pejabat yang diberi kewenangan sesuai tanggung
jawabnya, wajib menerbitkan dokumen Pendaftaran
Penduduk dalam waktu sebagai bexikut :

a. KKatau KTP paling lamb at belas) hari;
b. Surat Keterangan Pinda

la 4 (empat belas)
hari;
c. Surat Keterangaié\’.

aldng Qoaling lambat 14
(empat belas) ha

d. Surat Keteranga h ke@ negeri paling lambat 14

(empat belas) harl,
e. Surat Keter N at @ luar neger paling lambat
14 (e %
f.  Surat l@; at Tinggal untuk Orang Asing
iriggal Terbatas paling lambat 14

. as) hal{%
g. Sulat eteran elahiran paling lambat 14 (empat

at Ke an Lahir Mati paling lambat 14 (empat
a¢las)
rat angan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari;
S terangan Pembatalan Perkawinan paling lambat
7 ) hari; dan
é k> Surat Keterangan Pembatalan perceraian paling lambat
@ (tujuh) hari.

@ Bagian Ketiga

Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan
Pasal 64

(1) Data dan Dokumen Kependudukan wajib disimpan dan
dilindungi oleh Dinas.



(2) Kepala Dinas selaku penanggung jawab memberi hak
akses kepada Petugas Registrasi untuk memasukkan,
menyimpan, membaca, mengubah, meralat, menghapus,
serta mencetak data, mengopi data dan Dokumen

Kependudukan. g

@ %: Pasal 65
@tiap iran wajib dilaporkan oleh Penduduk
% epa as paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak

@ t elahiran.

( erdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
1), Kepala Dinas atau Kepala UPT mencatat pada

@ fegister akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta
@ kelahiran.

Pasal 66

Dalam hal tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan
tempat tinggal atau domisili, Kepala Dinas atau Kepala UPT
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2),
bertanggung jawab memberitahukan hal tersebut kepada
Instansi Pelaksana.
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Pasal 67

(1) Pencatatan Kelahiran dalam register akta kelahiran dan
penerbitan kutipan akta kelahiran terhadap peristiwa
kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal usulnya

atau keberadaan orang tuan idasarkan pada laporan
orang yang menemukan gkapi berita acara
pemerikasaan dari kepol @

(2) Kutipan akta kelahi ebag K2 dimaksud pada
ayat (1) diterbitka it Kepala s atau Kepala UPT
dan disimpan ole

0 atar%ela : iran di luar Indonesia
@ Pasal 68

I di luar wilayah Negara Kesatuan
onesia wajib dicatatatkan pada instansi
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

gQ&(z) P@atan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat

%) dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga

Z Q

¢ é&
=
S 2
M

uluh) hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke
aerah.
Paragraf 3

Pencatatan Kelahiran di atas Kapal Laut dan Pesawat
Terbang
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Pasal 69

(1) Kelahiran WNI di atas kapal laut atau pesawat terbang
wajib dilaporkan oleh Penduduk sesuai ketentuan yang
berlaku.

(1) wajib dilaporkan olef ling lambat 30
i sej 3 gkutan kembali
ke Daerah.

Pencatata <@ira elampaui Batas Waktu
0@ % sal 70

4n kean sebagaimana dimaksud dalam
ab 65 ya y€lampaui batas waktu 60 (enam puluh)

sarr@engan 1 (satu) tahun sejak tanggal

ir pencatatan dilaksanakan setelah
% men@an persetujuan Kepala Dinas.
gQ&(Z) P@atan kelahiran yang melampaui batas waktu 1

%iatu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan
egeri.

N
%

Bagian Kedua
Pencatatan Lahir Mati
Pasal 71
(1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh Penduduk

kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak
lahir mati.
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(2) Dinas menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

Bagian Ketiga

(1) Perkawinan yang sah m
undangan dila
Dinas ata di t

peraturan perundang-
oleh Penduduk kepada
€rjadinya perkawinan paling
) hari sejak tanggal pernikahan

ber kaly' sur terangan status pernikahan/
&Ka n darf\Kelurahan yang telah disahkan oleh

asarlg@aporan sebagaimana dimaksud pada ayat
j encatatan Sipil mencatat pada Register

A e
% ‘Akta g%ﬁ%@awimam dan menerbitkan Kutipan Akta

( utipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada
at (2) masing-masing diberikan kepada suami dan
isteri.

@ (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Penduduk yang beragama Islam kepada
KUA Kecamatan.

(5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 11 ayat (2)
wajib disampaikan oleh KUA Kecamatan kepada Dinas
dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah
pencatatan perkawinan dilaksanakan.
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6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat

p & p y

() tidak memerlukan penerbitan kutipan akta
pencatatan sipil.

Pencatatan Perkawinan sepapivgana di@ud dalam Pasal
72 berlaku pula bagi : <

a. perkawinan yan@pka h Pengadilan; dan

b. perkawinan WNA yang ukan di Daerah atas
b@gk

permintaar@ yanx utan.
%sal 74

e

Dala erkaw| tidak dapat dibuktikan dengan Akta
Pe@m p an perkawinan dilakukan setelah ada
n

an pegigadilan
@ Si% Paragraf 2
é Pencatatan Perkawinan di Luar Negeri
@ Pasal 75
@ (1) Perkawinan WNI di luar negeri wajib dicatatkan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
(2) Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada

Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang
bersangkutan kembali ke Daerah.
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Bagian Keempat

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 76
(1) Pembatalan perkawina dilaporkan oleh
Penduduk yang meng pem an perkawinan

kepada Dinas paling 0 (s an puluh) hari
setelah  putusan, ilan(\{eang pembatalan

perkawinan memipun ekuat kum tetap.
(2) Dinas mencabut kutip ta perkawinan dari
kepemilika jek dan menerbitkan surat

keterangan ata@ a Perkawinan.
O,
@ %agian Kelima

@ Q@Qmeatatan Perceraian
@ @Q& Paragraf 1

& @% Pencatatan Perceraian di Daerah

% Pasal 77
@ erceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan

kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak

@ putusan pengadilan tentang perceraian mempunyai
kekuatan hukum tetap.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Dinas atau Kepala UPT mencatat pada
Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta
Perceraian.
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Paragraf 2
Pencatatan Perceraian di Luar Negeri

Pasal 78

dengan ketentuan yang kL

(1) Perceraian WNI di luar |i jib dicatatkan sesuai

(2) Pencatatan percergi galm d(ﬁnaksud pada ayat
(1) dilaporkan bersa tan kepada Dinas
paling lambat 1g luh) hari sejak yang
bersangkutan kembali k

S x
0@ %& keenam
%&7 Pegz;@n Pembatalan Perceraian

@ @ Pasal 79
@ P, lan Perceraian wajib dilaporkan oleh penduduk
k

Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari
etelah putusan pengadilan tentang pembatalan

@é erceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dmas mencabut Kutipan Akta Perceraian dari
kepemilikan subjek Akta dan menerbitkan Surat
Keterangan pembatalan Perceraian.
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Bagian Ketujuh

Pencatatan Pengangkatan, Pengakuan, dan Pengesahan
Anak

Paragraf
Pencatatan Pengangkata k di Daerah
RONS
<
>Katan avak dilaksanakan
4 pen%’lan di Daerah.

k sebagaimana dimaksud
an oleh Penduduk kepada
30 (tiga puluh) hari setelah
penetapan pengadilan oleh

3) @}\sarka ran sebagaimana dimaksud pada ayat
k

epa nas atau Kepala UPT membuat catatan

@émggir Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta

ela

g @ Paragraf 2
@ encatatan Pengangkatan Anak WNA di Luar Negeri

@@ Pasal 81

©)

%

(1) Pengangkatan anak WNA oleh WNI wajib dicatatatkan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Pengangkatan anak WNA sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan
kembali ke Daerah.

(3) Berdasarkan .................
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(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) Kepala Dinas atau Kepala UPT mengukuhkan Surat
Keterangan Pengangkatan Anak.

Paragraf
Pencatatan Pep .A
.’!\S %
Q
(1) Pengakuan ana «' ajil ilapork leh orang tua pada

Dinas paling lampa ’0 (tiga>puluh) hari sejak tanggal
surat pengakuan anak ole dan disetujui oleh ibu
dari anak y san

(2) Kewaji elapo@ sebagaimana dimaksud pada

aya@ ecualikan™bagi orang tua yang agamanya

ida %benar& pengakuan anak yang lahir di luar
Buagan nan yang sah.

poran sebagaimana dimaksud pada ayat
inas atau Kepala UPT mencatat pada

% is kta Pengakuan Anak dan menerbitkan
@ K@% Akta Pengakuan Anak.

Q Paragraf 4
@ Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 83

(1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua
kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak
ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan
perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.

(2) Kewajiban ...............



&
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(2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya
tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar
hubungan perkawinan yang sah.

(3) Berdasarkan laporan pengesghan anak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Kepala Rinas atau Kepala UPT

(1) Sett atian Q%"b dilaporkan oleh keluarganya atau
ewaki pada Dinas paling lambat 30 (tiga
) hari anggal kematian.

@rdas @poran sebagaimana dimaksud pada ayat
% (1), Dinas atau Kepala UPT mencatat pada
ak

r@ ta kematian dan menerbitkan kutipan akta
an

b

encatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat
@ 2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari
@ pihak yang berwenang.

(4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang
karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan
jenazahnya, pencatatan oleh Kepala Dinas atau Kepala
UPT dilakukan setelah mendapat penetapan pengadilan.
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(5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas
identitasnya Dinas melakukan pencatatan kematian

berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Paragraf 2

Paragraf 1

@ @matatan Perubahan Nama
%@ Pasal 86

@(1) P@atan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan
é %enetapan pengadilan negeri.

@ encatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada

@ Dinas atau UPT paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak

diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh
Penduduk.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Dinas atau Kepala UPT membuat catatan
pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan
akta Pencatatan Sipil.

Paragraf .............
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Paragraf 2

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Daerah

Pasal 87
(1) Perubahan status kewargan n dari WNA menjadi
WNI  wajib  dilaporkap Penduduk  yang
bersangkutan kepada I % palin bat 60 (enam
puluh) hari sejak ber eng n sumpah atau
pernyataan janji sekia 0 e]ab
(2) Berdasarkan lap@ bagajmmana dlmaksud pada ayat
(1), Kepala Dmas atau K UPT membuat catatan
pinggir pa ter catatan Sipil dan kutipan
akta Pencaty 1p11
o @
Paragraf 3

@

P’t an Peﬁi oftan Status Kewarganegaraan dari WNI
@ @yﬁ]ad i WNA di Luar Negeri
@ Pasal 88

g Per n status kewarganegaraan dari WNI menjadi

A di luar negeri yang telah mendapat persetujuan dari
ara setempat wajib dilaporkan oleh Penduduk yang
ersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya
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Pasal 89

(1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh
Dinas atas permintaan Penduduk yang bersangkutan
setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah

memperoleh kekuatan hukum jetap.

(2) Pencatatan Peristiwa P innya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1 g la 30 (tiga puluh)
hari sejak diterimany iQagiypenet pengadilan.

0% % sal 90
Pen ang ti c ampu melaporkan sendiri pelaporan
ter Peri% Penting yang menyangkut dirinya
@ dapat dibgntu oleh Dinas atau UPT atau meminta
an kepgda-orang lain.
N g
g@ @ BAB VIII

BLANKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN

@@ Bagian Pertama

Pasal 91

(1) Pengadaan blanko dilakukan oleh Dinas dengan
prosedur sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.



(2) Dinas yang membutuhkan blanko dokumen penduduk
harus mengajukan nomor Registrasi blanko dari
Departemen Dalam Negeri, sebelum melakukan
pengadaaan.

Pasal 9& g E
Pengisian elemen data pad 0 P, SKTS, SKTT,
Registrasi Akta dan ku ' cata ipil dilakukan
dengan system manu a engg @n perangkat lunak

Sistem Informasi Adfifinitidsi Kepen kan.

%

e@ SE N PERLINDUNGAN
0% 'ATA BRIBADI PENDUDUK

@@ @ Hak Akses
% %@ Pasal 93

g@a) l@ Dinas memberikan hak akses kepada petugas

e

agian Kesatu

%ang memenuhi persyaratan.
@ etugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
Pegawai Negeri Sipil pada Dinas yang memenuhi

@ persyaratan :

a. pada tingkat penyelenggaraan memiliki
pangkat/golongan/ ruang paling rendah Pengatur
Tk I (II/d);

memiliki DP 3 dengan predikat baik;

=3

c. memiliki ............
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memiliki kompetensi yang cukup dibidang pranata
komputer;

memiliki dedikasi dan tanggung jawab terhadap
tugasnya.

(3) Hak akses petugas sebagaimanq\dimaksud pada ayat (2)

dapat dicabut karena :

a.
b.

A

4) P

e.
n@%ak akses\sp
] o

®W e N o

%

meninggal dunia;

mengundurk

<
menderita it ermaner@s?ghingga tidak bisa
menjalankan ya;

tidak cakepmelaksan ugas dengan baik;
memb da Q.‘ okumen kependudukan.

D

e

agaimana dimaksud pada ayat

b
le%epala Dinas.

o
© &

@ Bagian Kedua

i%’erlindungan Data Pribadi Penduduk

Pasal 94

ata pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat :

Nomor KK;

NIK;

tanggal/bulan/tahun lahir;

keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
NIK ibu kandung;

NIK ayah;

isi catatan peristiwa penting.
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(2) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus dijaga kebenarannya dan dilindungi
kerahasiaannya oleh Dinas sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan Pengguna data pribadi penduduk
dapat memperoleh dan menggunakan data pribadi dari
petugas pada penyelenggara ¢dan Dinas yang memiliki
Hak Akses.

(3) Ketentuan lebih lanjut a‘: ai @aratan dan tata

cara untuk memperol  fgengg an data pribadi
penduduk sebagaj imakéd.gada ayat (1) diatur
dalam Peraturan/Kep aerah.

@IA K
Y
@ % Pasal 95
Pe@}am SIujuan :
@enin ;-/@ kualitas . Pelayanan Pendaftaran
endyslifKdan Pencatatan Sipil;
iakan data dan informasi skala nasional dan

g@ {‘@\ mengenai hasil Pendaftaran Penduduk dan

encatatan Sipil yang akurat, lengkap, mutakhir, dan

udah diakses; dan
mmewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui

sistem pengenal tunggal, dengan tetap menjamin
@ kerahasiaan.

Pasal 96
SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur :
a. database;

b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
c.sumber ..............



sumber daya manusia
pemegang hak akses;
lokasi database;
pengelolaan database;
pemeliharaan database;

pengamanan database;
pengawasan database; dan
data cadangan.

RONS

<
sebagaiggha dimaksud dalam

pakapskumpulan berbagai jenis
matis, terstruktur, dan

bungan satu sama lain
r§§erangkat lunak, perangkat

unikasi data.

rTge hooan

(1) Database kepend
Pasal 96 huruf a

a dimaksud pada ayat (1) dan
aimana dimaksud dalam Pasal 96

Pasal 98

g@Pera@teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana

difhaksud dalam Pasal 96 huruf b, diperlukan untuk

akomodasi penyelenggaraan Adminitrasi
éndudukan yang dilakukan secara tersambung (on line),
i elektronik (off line) atau manual.

%

Pasal 99

Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal
96 huruf c adalah pranata komputer atau dapat juga
menggunakan sumber daya manusia yang mempunyai
kemampuan di bidang komputer.
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Pasal 100

Pemegang hak akses sebagaimana dimaksudkan dalam
Pasal 96 huruf d adalah petugas yang diberi hak akses
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2).

a.

b.

Pengelolaan Database sebagaimqagd
huruf f, meliputi kegi @
tara

perekaman data
Sipil ke dalam Database ke dukan;

pengolaha end t%l’enduduk dan Pencatatan
Sipil seba adi pada huruf a;

penyaji ta se mana dimaksud pada huruf b
aXependudukan; dan

sebagei masi dat
p stxibusian sebagaimana dimaksud pada huruf
G kepefiygan perumusan kebijakan di bidang

@nduduk dan Pencatatan

%® @@ Pasal 102

N
%

P@haraan, pengamanan, dan pengawasan Database

%ependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96

uruf g, huruf h, dan huruf i dilakukan oleh Dinas.

Pemeliharaan, pengamanan, dan pengawasan Database
kependudukan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1)
meliputi data dalam Database, perangkat keras,
perangkat lunak, jaringan komunikasi, pusat data, dan
data cadangan (back-up data/disaster recovery centre).
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Pasal 103
Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan
penyelengaraan SIAK  dibebankan pada  Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah dan bantuan dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah prgvinsi.
B
©) :

S
G

(1) Pelaporan iistr i@endudukan dilaksanakan
oleh Petu egis ng ada di Kelurahan dan
Kecam@ng di@aikan secara berjenjang, sebagai
beri

S
S

ari la) matan ke Pemerintah Daerah yang

iketalwd oleh Camat.

&

@ L@% sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
d

@ BAB XII

PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA

ke Kecamatan yang diketahui oleh

A

Pasal 105

(1) Dalam hal ini terjadi keadaan darurat dan luar biasa
akibat bencana alam, Dinas wajib melakukan pendataan
Penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.

(2) Dinas .......



@)
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Dinas menerbitkan Surat Keterangan pengganti tanda
indentitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil
berdasarkan hasil pendataan Penduduk sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Surat Keterangan pengganti tgnda indentitas dan Surat
Keterangan Pencatatan Sipi unakan sebagai tanda
bukti diri dan bahan pertin n untuk penerbitan
Dokumen Kependuduka;

atang Orang Asing yang memiliki Izin
Terbatas dan Izin Tinggal Tetap

@, perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin

Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1);

d. pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang
memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal
Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 (1);

e. pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk WNI
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1);

f. perubahan ..............
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f. perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal
49 ayat (2); dan

g. perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 50 ayat (4).

(2) Denda administratif sebagaim@iha dimaksud pada ayat

(1) terhadap Penduduk paling banyak Rp
500.000,00 (lima ratus piah) dan kepada
Penduduk Orang As ba@?p 1.000.000,00

in
tu jut. iah).
(satu juta rupiah) @ S
@sal ]@
(1) Setia Pend@ike anksi administratif berupa
denda @ m@ i batas waktu pelaporan
a

ting d hal :

imana dimaksud dalam Pasal 65
68 ayat (2), Pasal 69 ayat (2), Pasal 70
Pasal 71 (1);

@ p Aan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72
% ( Pasal 75 ayat (2);
@ c(( pemibatalan perkawinan sebagaimana dimaksud
§ ; lam Pasal 76 ayat (1);
@. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77

@ @ ayat (1) atau Pasal 78 ayat (2);
e. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 79 ayat (1);

f. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 80 ayat (2) atau Pasal 81 ayat (2);

g. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 83 ayat (1);

h. pengakuan ........
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h. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 82 ayat (1);

i. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84
ayat (1)

j.  perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 86 ayat (2);

k. perubahan status ke araan di Indonesia
sebagaimana dimak lam 1 87 ayat (1)
atau

1. Peristiwa Pexfh nya Wimama dimaksud
dalam Pasal g ay ;v ().

Denda admj ratlf seba nfgna dimaksud pada ayat

(1) paling 0 (lima ratus ribu rupiah).

0@ aI 108

bagaimana dimaksud dalam Pasal
bepergian tidak membawa KTP

bhu rupiah).
Seti @g asing yang memiliki izin tinggal terbatas

sélfa ana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5), yang
b ian tidak membawa Surat Keterangan tempat

@é\ggal dikenakan denda administrasi sebesar Rp

1)

0.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 109

Dalam hal pejabat pada Dinas melakukan tindakan
pidana atau sengaja melakukan tindakan yang
memperlambat pengurusan dokumen dalam batas
waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 63 dikenakan denda administratif sebesar
Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(2) Penetapan .......
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(2) Penetapan denda administrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) melalui proses pemeriksaan oleh aparat
pengawas internal Pemerintah Daerah berdasarkan
pengakuan pemohon yang merasa dirugikan.

tnana dimaksud
109 ayat (2),

ana dimaksud dalam
erupakan penerimaan

(2) Sanksi

@a@x

3) Ketent bih 1 mengenai persyaratan, ruan
& persy )
ling@% tatg%;ra penerapan sanksi administrasi

ran Kepala Daerah.

@ BAB XIV
O

@ PENYIDIKAN

@ @% Pasal 111

( enyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini,
ilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
ingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), berwenang :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti ...............
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meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi atau badan tentang
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana;

meminta keterangan dan Aahan bukti dari orang
pribadi atau badan s ngan dengan tindak
pidana;

ca@—catatan dan
e@@m dengan tindak

melakukan penggele untuk mendapatkan

memeriksa  bu
dokumen-doku
pidana;

bahan emb encatatan, dan dokumen-
doku m, s akukan penyitaan terhadap
ba 1ter t;

Q,

.@ta bé%an tenaga ahli dalam rangka

sanagas penyidikan tindak pidana;

berhenti dan/atau melarang seseorang
lkan ruangan atau tempat pada saat
saan sedang berlangsung dan memeriksa
titas orang/atau dokumen yang dibawa

@agaimana dimaksud dalam huruf e;

mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang
berkaitan dengan tindak pidana;

memanggil orang untuk didengar keterangannya
dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

menghentikan penyidikan;
melakukan tindakan lain yang perlu untuk

kelancaran penyidikan tindak pidana menurut
hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
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BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 112
Setiap Penduduk yang dengan ja memalsukan surat

dan/atau dokumen kepada B dalam melaporkan
Peristiwa Kependudukan dag ®r'stiw nting dipidana

dengan pidana penjara pali A6 (en ulan dan/atau
denda paling banyak 00.0 {lima puluh juta
rupiah).

Setiap orang @ tan@ak dengan sengaja mengubah,
menamba¥kataur angY isi elemen data pada Dokumen
Kepend@{d\%;%g ana dimaksud dalam Pasal 62
dipidapa an pi penjara paling lama 2 (dua) tahun
dan/ ,@ enda pdligg banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh
1
% @% Pasal 114

orang yang tanpa hak mengakses database
udukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat

aliig lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp
5.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 115 ......
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Pasal 115

Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri
sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari 1
(satu) KK sebagaimana dimaksud dalei Pasal 49 ayat (1) atau
untuk memiliki lebih dari 1 (sat@~sehagaimana dimaksud
dalam Pasal 50 ayat (6) digidahg de pidana penjara
paling lama 2 (dua) tahun daQ{dtau d paling banyak
Rp 25.000.000,00 (dua p

au petugas pada Pemerintah Daerah
ana sebagaimana dimaksud dalam
113, pejabat yang bersangkutan

am h, abat dan petugas pada Pemerintah Daerah
melakukan tindak pidana sebagaimana

em
g@dima@ dalam Pasal 114, pejabat yang bersangkutan

%ana dengan pidana sesuai dengan ketentuan yang

@ Pasal 117

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Pasal
113, Pasal 114, dan Pasal 115 adalah tindak pidana Administrasi
Kependudukan.

BAB XVI ...t
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BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

erahmua Peraturan

an n  administrasi
etap b u sepanjang tidak

Pada saat berlakunya Pera
pelaksanaan  yang

Y &
1) g;éﬁﬁ%n pe tan kelahiran yang melampaui batas
ima ' aksud dalam Pasal 70 ayat (2)
cuali ntuk Penduduk  yang lahir sebelum
rlak ndang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.
% P <;%aliam pencatatan  kelahiran  sebagaimana
g d ud pada ayat (1) diberikan sampai dengan bulan

@)esember 2010.
@ BAB XVII

g KETENTUAN PENUTUP
Pasal 120

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini
penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Syukabumi
Pada tangga pril 2009

WALIK

MU% ABDUSSYUKUR

@

. ttd

@

0%
Diundangkan di

Pada tanggal 3 200

SEKRET @
U

Ca td

2; M D MURAZ
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